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INTI SARI 

 

Penyalahgunaan wewenang merupakan isu penting dalam hukum administrasi 

negara, yang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai 

dengan tujuan peraturan perundang-undangan, baik demi kepentingan pribadi 

maupun kelompok tertentu. Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan wewenang 

yang dilakukan oleh Bupati Malang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha 

Negara (KTUN) yang merugikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. 

KTUN tersebut menyatakan bahwa Kepala Dinas dibebaskan dari jabatannya 

selama 12 bulan dan dipindahkan menjadi jabatan pelaksana. Keputusan ini 

kemudian menjadi objek sengketa dalam dua putusan pengadilan dikarenakan 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menempuh  jalur hukum dengan 

mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dan Gugatan Banding ke PTTUN 

Surabaya. Penelitian ini juga menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang yang 

dilakukan oleh Bupati Kabupaten Malang merupakan tindakan sewenang-wenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014, 

yaitu penggunaan kewenangan tanpa alasan objektif dan rasional. Analisis 

menunjukkan perbedaan penerapan asas umum pemerintahan yang baik dimana 

pada Putusan No. 98/G/2024/PTUN.SBY menyatakan KTUN yang diterbitkan oleh 

Bupati adalah sah, sedangkan Putusan Banding No. 11/B/2025/PT.TUN.SBY 

menekankan keadilan substantif dan dampak sosial bagi masyarakat. 

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, AUPB, Pertimbangan Hukum 

ABSTRACT  

Abuse of authority is an important issue in administrative law, which occurs when 

officials exercise their powers inconsistently with the purposes of legislation, 

whether for personal or group interests. This study analyzes the abuse of authority 

committed by the Regent of Malang in issuing an Administrative Decree (KTUN) 

that disadvantaged the Head of the Malang Regency Health Office. The decree 

stated that the Head of the Health Office was released from their position for 12 

months and reassigned to a staff position. The decision subsequently became the 

object of dispute in two court rulings, as the Head of the Health Office pursued 

legal remedies by filing a lawsuit with the Surabaya Administrative Court (PTUN) 

and an appeal with the Surabaya Administrative High Court (PTTUN). This study 

also examines that the abuse of authority committed by the Regent constitutes an 

arbitrary act as referred to in Article 17 paragraph (2) letter c of Law No. 30 of 

2014, namely the exercise of authority without objective and rational grounds. The 

analysis reveals differences in the application of the general principles of good 

governance, where Decision No. 98/G/2024/PTUN.SBY declared the decree lawful, 

while the appellate Decision No. 11/B/2025/PT.TUN.SBY emphasized substantive 

justice and the social impact on society. 

Keywords : Abuse of Authority, General Principles of Good Governance (AUPB), 

Legal Considerations 
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